
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 614, 2020 KEMENKEU. Biaya Pelaksanaan. Perjalanan 

Dinas Presiden. Wakil Presiden. Besaran 
Komponen dan Pertanggungjawaban. 

 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 66/PMK.05/2020 

TENTANG 

BESARAN KOMPONEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PELAKSANAAN 

PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang 

Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden  

Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang 

Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2018 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6293); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN 

KOMPONEN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas 

adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan 

yang dilakukan untuk kepentingan negara oleh: 

a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta 

rombongan; atau 

b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden 

beserta rombongan, 
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keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri  adalah Perjalanan Dinas 

keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah 

Republik Indonesia. 

3. Perjalanan  Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas  

yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia. 

4. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 

Perjalanan Dinas. 

5. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan 

dalam melaksanakan Perjalanan Dinas. 

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan 

dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran atas APBN. 

9. Pelaksana Perjalanan Dinas  adalah Presiden, Wakil 

Presiden, istri/suami Presiden, istri/suami Wakil 

Presiden, dan/atau rombongan. 

10. Surat Tugas atau Dokumen Lain yang Dipersamakan 

adalah surat penugasan, surat keputusan, dan/atau 

surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas 

yang diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
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11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam 

pelaksanaan Perjalanan Dinas. 

12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung 

terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan 

Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau 

sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas. 

13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

bukti pengeluaran yang sah. 

14. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan 

APBN pada kantor/satuan kerja kementerian 

negara/lembaga. 

15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut 

Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan 

langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak 

lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, 

surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui 

penerbitan surat perintah membayar langsung. 

16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak 

mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

langsung. 

17. UP Tunai adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu 

yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada 

Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bendahara 

Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran 

yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin 

dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang 

sumber dananya berasal dari rupiah murni. 

18. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang 

diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit 
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kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan kartu 

kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran 

yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin 

dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang 

sumber dananya berasal dari rupiah murni. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk pelaksanaan 

Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN 

berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang 

Dipersamakan. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan 

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

 

BAB III 

PRINSIP DAN DASAR PELAKSANAAN  

PERJALANAN DINAS 

 

Pasal 3 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip sebagai berikut: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat 

tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan; 

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan 

pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga;  

c. efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan 

Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan 

Dinas. 
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